
 
 
 

 
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 71 TAHUN 2015        

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS  

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 

Menimbang     :    a.  bahwa guna tertib pengelolaan keuangan daerah mengenai 
pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya yang dibiayai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya 
telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 
2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya; 

 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan 
terkait pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, 
maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor  40 Tahun 2013 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; 

 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 
2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286);  

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5568); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5140; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 
2014 Nomor 32); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 
Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 (Berita Negara 
Tahun 2016 Nomor 1893); 
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15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah 
ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 
Nomor 4); 

 

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 
11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 4); 

 

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77); 

 

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun  2012 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah kelima kali dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun  2015 (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 30); 

 

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2013 tentang 
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan  Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2013 Nomor 40). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2013 
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
SURABAYA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 
Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 40), diubah sehingga 
berbunyi berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 2 

 
(1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD, terdiri : 
 

a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan 
uang transport lokal; 

 

b. biaya penginapan; 
 

c. biaya transport; 
 

d. uang representasi. 
 

(2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :  

 

a. di hotel; 
 

b. di tempat menginap lainnya. 
 

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan biaya yang diperlukan untuk : 

 

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat 
tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke 
terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan  keberangkatan; 

 

b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan 
keberangkatan dan kepulangan. 

 
(4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
selama melakukan perjalanan dinas. 

 
(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digolongkan sebagai berikut untuk: 
 

a. Pimpinan DPRD; 
 

b. Anggota DPRD. 
 

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan batasan 

tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga 
Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

 
b. biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil dari tempat 

kedudukan ke tempat keberangkatan (Bandara, Stasiun, 
Terminal, Pelabuhan) dan dari tempat keberangkatan ke 
tempat tujuan dan sebaliknya dengan batasan tertinggi 
sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja 
Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; 

 



5 

 

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil dengan 
batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar 
Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

 
 

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum  dengan 
batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar 
Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku                                        
di lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

(7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan 
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang 
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga 
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan 
sebagaimana diatur dalam Standar Satuan  Harga Belanja 
Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, dan 
dibayarkan secara lumsum. 

 

(8) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan 
kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran dihapus. 
 

Pasal II 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

    

                                                                        
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 22 Desember 2015 

 
Pj. WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd. 

 
NURWIYATNO 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 22 Desember 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA 

 
ttd. 

 
HENDRO GUNAWAN 

 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 67 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd. 

 
IRA TURSILOWATI, SH. MH. 

Pembina Tk. I 
NIP. 19691017 199303 2 006 


